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PONTIANAK, TRIBUN -
Wakil Gubernur Kalbar Chris-
tiandy Sanjaya meminta ja-

; jaran SKPD di Pemprov Kal-

bar tak takut mengelola ang-
garan. Pasalnya, Presiden RI
Joko Widodo melalui Menko
Polhukam Luhut Binsar Pan-
djaitan akan melindungi
Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam pengelolaan ang-
garan.

Christiandy hadir secara
langsung dalam kegiatan di
Istana Merdeka RI Jakarta
bersama Presiden RI Jokowi,
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
dan menteri Kabinet Kerja
lainnya, Selasa (20/10).

“Kegiatan itu membahas
masalah penyerapan ang-
garan, dana desa, Pilkada
serentak dan paket kebi-

. jakan,” ujar Christiandy ke-
' pada Tribun, Jumat (23/10).

Wagub Embmm\ﬁ&@b ke-

Malah pak menteri berulang menyam-

paikan dirinya akan melindungi kalian, yang
memang menjalankan dengan sesung-
guhnya dan baik. Tapi kalau yang me-
langgar beliau juga yang akan menindak-

nya.

CHRISTIANDY ._m>z._><>
Woakil Gubernur Kalbar

giatan itu juga dibadiri Men- .
teri Perekonomian, Men-
kopolhukam dan gubernur.

. “Rapat itu berkaitan daya

serap empat hal tersebut.
Menteri perekonomian me-
nyampaikan situasi ekonomi

- yang ada, juga memperjelas

tentang paket-paket kebi-
jakan baik 1, 2, 3 dan 4,”
ucapnya.

Terkait masalah daya se-
rap, kata Wagub, juga sudah
dijelaskan oleh menteri pe-

rekonomian. Bahkan Men-
kopolhukam sendiri, mem-
berikan nomor kontak HP-
nya kepada peserta.
Meminta kepada peme-
rintah daerah, jangan ada
ketakutan lagi dengan pe-
negakan hukum, sepanjang
menjalankan sesuai dengan
aturan. Sehingga tidak meng-
gangu penyerapan anggaran

-dan Wmmm_mzmnmmb masya-

rakat.
“Pak menteri menyam-

paikan, kalau proyek sedang
berjalan mestinya penegak
hukum jangan masuk dulu
sebelum BPK dan BPKP
memberikan penilaian. Kalau
masuk dulu, maka akan
menggangu proses berja-
lannya proyek. Hal tersebut
disampaikan dihadapan Ka-
polri dan Kejaksaan Agung,”
tuturnya.

‘Menurut Menkopolhu-
kam, lanjut Christiandy, ka-
lau BPK sudah melakukan
pemeriksaan pastinya pe-
merintah diberikan waktu

sekitar 60 hari untuk meng-,

klarifikasi. Sebelum masa itu,
mestinya tidak ada kepolisian
ataupun kejaksaan yang da-
tang.

“Sebab akan menyendat
proses proyeknya. Kalau

sudah diperiksa BPK ada

temuan penyimpangan wa-
jib ditindak secara hukum.

Pak menteri minta semua |

* yang sudah dianggarkan bisa

dijalankan dengan baik sesuai
m;s_.,ms Malah pak menteri

berulang menyampaikan

dirinya akan melindungi ka-
lian, yang memang menja-
lankan dengan sesungguh-
nya dan baik. Tapi kalau
yang melanggar beliau j juga
yang akan menindaknya,”
ucapnya.

Selain itu, kata Wagub,
Presiden Jokowi menyam-
paikan kondisi perekonomian
sekarang ini bukan krisis tapi
hanya perlambatan pertum-
buhan perekonomian.

“Perekonomian kita
masih tumbuh sekitar 4
persen lebih sampai hari i ini.
Diprediksi sampai akhir ta-
hun sekitar 4,5 persen sam-
pai 5 persen _.umﬁﬁbwsrms
perekonomian,” ungkap-
nya. (rul)
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